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Abstrak: Lembaga pemerintah perlu beradaptasi dengan berbagai teknologi yang berkembang 
pada Revolusi Industri 4.0. Tidak hanya dalam aspek teknis, namun aspek sosial dari pemanfaatan 
teknologi harus dapat dimunculkan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia 
yang berkelanjutan. Society 5.0 hadir sebagai konsep yang dinilai mampu memunculkan sisi 
humanis dari penggunaan teknologi pada Revolusi Industri 4.0. E-government dinilai memiliki 
relevansi dengan society 5.0 dimana pemanfaatan teknologi ditujukan untuk kemaslahatan 
warga negara. Penelitian konseptual ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
peran e-government dalam mendukung terciptanya society 5.0 melalui aspek keberlanjutan 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 
adalah tinjauan literatur dan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa e-government mampu mendukung keberlanjutan baik dari aspek ekonomi, 
sosial maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, e-government memunculkan efektivitas dan 
efisiensi terhadap kinerja organisasi sehingga suatu pekerjaan yang bervolume besar dapat 
dilakukan secara cepat dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Adapun 
dari aspek sosial memungkinkan publik memiliki akses yang sama untuk mendapatkan layanan 
publik yang berkualitas. Dari aspek lingkungan, e-government dinilai mampu untuk mendukung 
berbagai program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Kerangka konseptual turut 
dibangun untuk memberikan abstraksi mengenai peran e-government dalam mendukung 
society 5.0.

Abstract:	 Government agencies need to adapt to various technologies that developed in the 
Industrial Revolution 4.0. Not only in the technical aspect, but also in the social aspect of the use 
of technology, it must be brought up so that it can improve the quality of human life in a sustainable 
manner. Society 5.0 is present as a concept that is considered capable of bringing out the human 
side of the use of technology in the Industrial Revolution 4.0. E-government is considered to have 
relevance to society 5.0 where the use of technology is intended for the benefit of citizens. This 
conceptual research aims to provide an overview of the role of e-government in supporting the 
creation of society 5.0 through aspects of economic, social, and environmental sustainability. The 
method used to collect research data is a literature review and data analysis techniques through a 
qualitative approach. The results show that e-government is able to support sustainability in terms 
of economic, social and environmental aspects. From the economic aspect, e-government raises 
the effectiveness and efficiency of organizational performance so that a large volume of work can 
be done quickly using minimal resources. As for the social aspect, all people have equal access 
to quality public services. From the environmental aspect, e-government is considered capable of 
supporting various programs related to environmental conservation. A conceptual framework was 
also developed to provide an abstraction of the role of e-government in supporting society 5.0.
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I.	 Pendahuluan
Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi sistem 
kerja suatu organisasi, salah satunya adalah lembaga pemerintahan. Pemanfaatan 
teknologi tersebut memberikan potensi untuk mempercepat penentuan kebijakan 
karena mampu mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih mudah dan cepat 
(Tõnurist, 2015). Gupta, Dasgupta, & Gupta (2008) dalam kajiannya menyampaikan 
bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lembaga pemerintahan 
dapat meningkatkan kualitas kerja antara organisasi dengan pegawainya. Argumen 
Gupta, Dasgupta, & Gupta (2008) tersebut telah dikonfirmasi oleh  Ferdika & Nasution 
(2020) di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem absensi 
pegawai di lembaga pemerintahan/E-Absensi dinilai mampu meningkatkan motivasi 
dan prestasi kerja. Adapun program pengawasan dan evaluasi dari realisasi anggaran 
lembaga pemerintahan dapat dilakukan secara efisien dan efektif melalui pemanfaatan 
teknologi tersebut (Erhan et al., 2017). Selain itu teknologi tersebut dapat mengurangi 
proses birokrasi, dalam artian tidak hanya memunculkan efektivitas dan efisiensi 
tetapi juga pada struktur dan manajemen organisasi (Turnip et al., 2018).

Sebagai produk dari lembaga pemerintahan, saat ini berbagai layanan publik 
berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Jansen, 2012). 
Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan e-government dalam bidang 
perencanaan kota, seperti e-budgeting dan e-project, serta bidang kepegawaian, 
seperti pengukuran kinerja dan kenaikan pangkat (Suhendra, 2017).  Negara Jepang 
mengimplementasikan My Post dimana warga negaranya dapat mendapatkan tagihan 
layanan publik melalui e-mail, membayar tagihan tersebut secara elektronik  serta 
mengarsipkan data transaksi tersebut dalam suatu aplikasi e-PO Box (Asato, 2016). 
Negara Filipina mengembangkan The National Portal sebagai platform yang ditujukan 
kepada publik secara luas untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen, 
keputusan serta pemberitahuan dari pemerintahan dalam satu pintu (Magno, 2018).  

E-Government dinilai sebagai inovasi yang mengubah  sistem pemerintahan menuju 
arah yang lebih baik karena menciptakan efisiensi dan layanan yang berkualitas 
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Yunas, 2020). Melalui 
e-government, publik dapat berkolaborasi dalam pembuatan kebijakan dan layanan/
co-produce (Tõnurist, 2015). Adapun pengimplementasian e-government mampu 
mempromosikan pemerintahan terbuka/open government (Kassen, 2015). Selain itu, 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dinilai mampu untuk meningkatkan 
akses layanan lembaga pemerintah kepada seluruh stakeholder (Gupta et al., 2008). 
Asato (2016) turut menyampaikan bahwa efektivitas dan efisiensi dari e-government 
dapat dikonseptualisasikan sebagai One-Stop Service di mana seluruh layanan dapat 
diakses melalui satu portal.

Definisi e-government secara luas mengacu kepada suatu cara bagi lembaga 
pemerintahan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang paling 
inovatif untuk menyediakan warga negara dan sektor bisnis kemudahan dalam 
mengakses informasi dan layanan publik, meningkatkan kualitas layanan dan 
memberikan kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi 
(Fang, 2002). Definisi tersebut sesuai dengan pemikiran Grönlund & Horan 
(2004) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan dalam pengimplementasian 
e-government yaitu: pemerintahan yang lebih efisien, pelayanan yang berkualitas, 
dan meningkatkan proses demokrasi. Pada akhirnya pengimplementasian sistem 
e-government menciptakan tata pelayanan yang baik. 

E-government dinilai lebih inovatif ketika memanfaatkan teknologi-teknologi yang 
lahir pada Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi pada Revolusi Industri 4.0 
dapat menjadi kesempatan dalam mempercepat pengimplementasian e-government 
dan terciptanya e-governance karena data dan informasi semakin terdigitalisasi, seperti 
dalam hal e-budgeting, e-reporting dan bentuk elektronik lainnya (Ismail, 2019). 
Penggunaan teknologi kecerdasan buatan/Artificial Intelligence/AI diestimasikan 
akan menggantikan pemberian layanan publik oleh suatu mesin sehingga tercipta 
efisiensi pada suatu organisasi. Pomares & Abdala (2017) turut menyampaikan 
bahwa perpaduan sistem AI dengan pengawasan manusia dapat mencegah serta 
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meminimalkan kerusakan yang disengaja, membangun tata kelola data yang baik, 
meningkatkan transparansi serta menciptakan keadilan dan non-diskriminasi. Adapun 
melalui big data analytics, berbagai rekam jejak perilaku  dari warga negara dapat 
menjadi suatu pengetahuan terbaru untuk menciptakan layanan publik yang lebih 
berkualitas (Al-Sai & Abualigah, 2017). 

Beberapa penelitian telah menyampaikan contoh pengimplementasian teknologi 
Revolusi Industri 4.0 pada e-government. Adadi, Berrada, & El Akkad (2019) 
menyampaikan bahwa pengaplikasian semantic web yang berbasiskan AI dapat 
secara efektif digunakan untuk menyampaikan layanan secara elektronik. Al-Mushayt 
(2019) mengajukan suatu kerangka kerja di mana AI dapat mengimplementasikan 
e-government yang terotomatisasi dan bersifat personal sehingga suatu mesin 
mampu menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun melalui 
pemanfaatan AI dan Big Data, lembaga pemerintahan dapat menganalisis sentimen 
opini publik terhadap layanannya pada jaringan sosial (Reis et al., 2019).

Melalui pemanfaatan teknologi yang lahir pada masa revolusi industri 4.0, pada 
akhirnya e-government dinilai mampu menciptakan Society 5.0. Konsep society 5.0 
menekankan bahwa teknologi revolusi industri 4.0 akan hidup berdampingan dengan 
manusia sebagai alat untuk memecahkan setiap permasalahan (Ellitan, 2020). Saat 
ini, seluruh data mengenai perilaku kita sehari-hari dapat dimanfaatkan sebagai dasar 
untuk menciptakan layanan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang 
secara berkelanjutan (Widiastuti, 2020). Adapun penetrasi yang tinggi dari teknologi 
digital telah menjadikan teknologi tersebut menjadi bagian dari dalam kehidupan 
manusia sehari-hari. Implikasi konsep society 5.0 menjelaskan bahwa manusia harus 
memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. 

Society 5.0 merupakan konsep yang dirancang oleh pemerintah Jepang dalam 
dokumen 5th Science dan Technology Basic Plan (Fukuyama, 2018). Tujuan disusunnya 
konsep tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas hidup 
tinggi melalui pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0, khususnya pada warga 
negara Jepang yang saat ini didominasi oleh kelompok usia tua. Kunci konsep ini 
adalah penggabungan ruang siber dengan ruang nyata untuk melahirkan data yang 
berkualitas sehingga dapat dijadikan dasar pada setiap solusi (Fukuyama, 2018). 
Melalui konsep tersebut, manusia akan hidup berdampingan dengan teknologi yang 
bertugas untuk memberikan solusi dan layanan yang bernilai secara berkelanjutan. 

Keberlanjutan menjadi isu sentral yang harus dimunculkan pada konsep society 
5.0 (Fukuyama, 2018). Sebagai salah satu kebutuhan manusia modern, penggunaan 
teknologi  pada layanan publik sudah seharusnya menciptakan produk atau layanan 
yang terus memunculkan nilai-nilai baru (Japan Government, 2018). Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi merupakan kunci untuk terciptanya kolaborasi 
yang berkelanjutan antar stakeholder. Menurut Rupo et al. (2018), kolaborasi menjadi 
aspek yang berperan dalam membangun inovasi dan keberlanjutan dari suatu 
produk atau layanan. Adapun terciptanya personalisasi dari teknologi informasi dan 
komunikasi merupakan bentuk dari keberlanjutan (Lorenzo-Romero et al., 2020).

Konsep keberlanjutan/sustainability mengacu pada pengembangan yang 
mempertemukan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Taherdangkoo et al., 
2018). Keberlanjutan merupakan irisan dari tiga performa yang dilakukan oleh suatu 
organisasi yaitu: performa lingkungan, sosial dan ekonomi (Carter & Rogers, 2008). 
Adapun dalam konteks organisasi atau perusahaan, keberlanjutan mengacu pada 
upaya organisasi untuk menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab 
terhadap sosial dan lingkungan dalam jangka panjang (Tascioglu, 2015). 

Secara umum Grigonyte (2016) menyampaikan bahwa keberlanjutan ekonomi 
dapat digambarkan sebagai proses mengalokasikan dan menjaga sumber daya 
secara efisien dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjalankan dampak sosial 
dan lingkungan yang positif dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks 
organisasi yang berfokus pada profit, keberlanjutan ekonomi secara umum mengacu 
pada kemampuan suatu organisasi/perusahaan untuk membangun arus kas dan 
keuntungan di atas rata-rata secara terus menerus (Moisescu, 2018). Adapun 
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organisasi sektor publik memiliki peran untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dengan 
menghadirkan sistem yang efisien (Jaya, 2004). Berdasarkan berbagai gagasan 
tersebut maka keberlanjutan ekonomi di organisasi publik mengacu pada bagaimana 
organisasi tersebut mampu menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif 
untuk mencapai tujuannya secara maksimal melalui layanan publik. 

Keberlanjutan sosial dibentuk atas satu konsep besar yaitu persamaan akses dari 
masyarakat (Mishaal & Abu-shanab, 2015). Tujuan utama dari konsep keberlanjutan 
sosial adalah untuk meningkatkan partisipasi warga sehingga mendorong 
pemberdayaan dalam proses politik melalui saluran interaksi sosial (Mishaal & Abu-
shanab, 2015). Sartori, Da Silva, & De Souza Campos (2014) turut menyampaikan 
bahwa keberlanjutan sosial mengacu pada homogenitas sosial, kesetaraan dalam 
pendapatan, kebutuhan, layanan dan pekerjaan. Dalam definisi tersebut keberlanjutan 
sosial menekankan pada persamaan kondisi hidup baik antara kelompok miskin 
maupun kaya untuk memiliki akses yang sama dalam mendapatkan layanan publik. 

Dalam hal keberlanjutan lingkungan, organisasi harus mengatur strategi agar 
seluruh proses dan hasil kerjanya dapat berjalan namun tetap memanfaatkan 
sumber daya alam secara efisien. Adapun Morelli & Morelli (2011) menyampaikan 
bahwa keberlanjutan lingkungan berkaitan pada keseimbangan antara pemenuhan 
kebutuhan manusia dengan kapasitas ekosistem pendukung sehingga dapat terus 
meregenerasi layanan untuk generasi saat ini dan masa depan. Dalam konteks 
organisasi, keberlanjutan lingkungan adalah kapasitas suatu organisasi untuk 
mengatur dan mengontrol bahaya yang ditimbulkan dari proses, produk dan model 
bisnis kepada lingkungan (Pogutz et al., 2011).

Terdapat dua literatur penelitian empiris yang sebelumnya mengkaji bagaimana 
e-government dengan melalui perspektif society 5.0. Prasetyo (2019) menyampaikan 
bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam society 5.0 harus mampu 
menciptakan open government atau membangun kolaborasi dimana terbangun 
hubungan antara warga negara dan penentu kebijakan. Nursetiawan (2020) 
menyampaikan bahwa perkembangan industri 4.0 dan society 5.0 berdampak pada 
masyarakat pedesaan yang menginginkan adanya inovasi dan keberlanjutan pada 
pelayanan administrasi. Kedua penelitian tersebut memiliki kekurangan secara 
konseptual karena pembahasan mengenai society 5.0 tidak memunculkan isu 
keberlanjutan yang dihadirkan oleh teknologi Revolusi Industri 4.0 sehingga perlu 
dikaji ulang agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. 

Berdasarkan gagasan  yang disampaikan sebelumnya, maka pemanfaatan teknologi 
industri 4.0 pada e-government dinilai dapat mendukung aspek keberlanjutan pada 
society 5.0. Penelitian ini akan mengkaji secara konseptual mengenai relevansi 
pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 pada e-government dapat menciptakan 
aspek keberlanjutan pada society 5.0. Dalam hal ini, munculnya aspek pemanfaatan 
teknologi revolusi industri 4.0 pada konsep e-government menjadi jembatan untuk 
mencapai berbagai isu keberlanjutan. Adapun kajian ini akan membangun suatu 
kerangka konseptual untuk memberikan abstraksi mengenai peran e-government 
tersebut. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut: Bagaimana 
peran pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 pada E-government dalam 
menciptakan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan pada society 5.0?

II.	Metode
Model penelitian ini adalah penelitian konseptual di mana tujuan dari penelitian 
tersebut adalah untuk pengembangan teoritis (Yadav, 2010). Suatu penelitian 
konseptual akan menunjukkan sebuah sintesis teoritis, mengembangkan ide baru 
atau kerangka kerja konseptual, maupun memberikan perhatian pada substansi yang 
belum memiliki perhatian. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah tinjauan 
literatur. Gagasan utama metodologi ini adalah melakukan tinjauan artikel ilmiah 
yang telah tersedia dan dielaborasikan kembali melalui bentuk naratif untuk 
menggambarkan topik yang sedang diteliti (Bryman, 2012). 



Peran E-Government Dalam Membangun Society 5.0:
Tinjauan Konseptual Terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan

Shiddiq Sugiono. (2021). Matra Pembaruan, 5(2), 115-125
https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125

119

Penelitian ini akan mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan 
teknologi yang lahir pada era Revolusi Industri ke-4 pada e-government sehingga 
dapat dianalisis berbagai aspek keberlanjutannya. Basis data yang digunakan untuk 
mencari literatur tersebut adalah Google Scholar. Berbagai temuan dari artikel ilmiah 
tersebut akan disusun secara naratif sehingga mendapatkan pemahaman mengenai 
peran  e-government dalam mendukung terbangunnya society 5.0. 

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun metode tersebut terdiri atas reduksi, penyajian serta penyimpulan data 
penelitian (Miles & A. Huberman, 1994). Tahap reduksi data adalah suatu proses 
dimana peneliti memfokuskan perhatian, menyederhanakan serta membuat abstraksi 
dari data kasar yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data. Tahap penyajian 
data merupakan proses untuk menyatukan dan mengorganisir data yang sebelumnya 
telah direduksi sehingga lebih mudah dipahami. Pada tahap penyimpulan data, 
peneliti menyimpulkan suatu fenomena terhadap data yang telah divalidasi pada 
proses-proses sebelumnya. 

Terdapat 6 literatur akademis yang sesuai dengan kriteria pemilihan literatur. 
Pertama, kajian dari Papadopoulo, Kolomvatsos, dan Hadjiefthymiades (2019) yang 
menjelaskan skenario Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam mendukung 
e-government. Kedua, kajian dari Al-Mushayt (2019) yang menjabarkan pemanfaatan 
AI di pemerintahan Arab Saudi. Ketiga, penelitian Khayyat, Alhemdi, dan Alnunu 
(2020) yang secara konseptual menganalisis manfaat dan tantangan dalam 
mengimplementasikan blockchain pada e-government serta contoh skenarionya. 
Keempat, penelitian Alexopoulos et al. (2019) yang menjabarkan bagaimana machine 
learning dan big data dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pemerintahan/sektor 
publik  di dunia. Kelima, kajian Al-Sai dan Abualigah (2017) yang memaparkan 
bagaimana big data diimplementasikan pada pemerintahan serta menjelaskan 
peluang dan tantangannya. Keenam, kajian dari Golubchikov dan Thornbush (2020) 
yang menjabarkan peran serta keterlibatan Robotik dan AI dalam membangun 
perkotaan. Enam penelitian tersebut akan menjadi sumber utama untuk menjawab 
pertanyaan penelitian.  

III.		  Hasil Dan Pembahasan
III.1.	 Analisis Keberlanjutan Ekonomi
Aspek pertama yang dibahas akan merujuk pada bagaimana teknologi Revolusi 
Industri 4.0 pada e-government dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi 
lembaga pemerintahan. Konteks lembaga pemerintahan tentunya berbeda dengan 
konteks organisasi profit, output dari lembaga pemerintahan pada umumnya adalah 
pemberian layanan publik yang prima. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan harus 
mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pada setiap program kerjanya sehingga 
setiap anggaran yang direncanakan dapat menghasilkan output yang sesuai, bahkan 
lebih dari yang diharapkan meskipun dengan upaya yang minimum. Berbagai penelitian 
telah menyampaikan skenario dan contoh empiris mengenai pemanfaatan teknologi 
Revolusi Industri 4.0 pada e-government dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi. 

Otomasi yang dihadirkan oleh AI dinilai mampu menghadirkan berbagai manfaat 
bagi efisiensi dan efektivitas di lembaga pemerintahan Arab Saudi (Al-Mushayt, 2019). 
Pengenalan tulisan tangan bahasa arab mampu menyortir dan mengarsip surat secara 
otomatis. Begitu juga pengenalan gambar angka dapat mendukung pemindaian surat 
formulir, nomor polisi di mobil dan produk lainnya dengan akurasi yang relatif tinggi. 
Adapun pemerintahan Arab Saudi telah melakukan analisis sentimen, salah satu 
bagian dari cabang AI, dimana tanggapan layanan e-government dalam bentuk teks 
dianalisis untuk diperoleh persentase tanggapan positif dan negatif. Analisis sentimen 
tersebut pada akhirnya dapat mendorong terciptanya kebijakan yang sesuai dengan 
kebutuhan publik. Sesuai dengan konsep society 5.0 pada akhirnya layanan yang 
diberikan akan terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat (Japan 
Government, 2018). 
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Alexopoulos et al. (2019) dalam kajiannya menyampaikan berbagai contoh 
pemanfaatan machine learning/ML untuk mengefektifkan perencanaan anggaran 
pemerintahan. Sebagai contoh pada Ministry for Primary Industry/PMI negara 
Selandia Baru, ML telah digunakan untuk memprediksi risiko penyakit pada hewan 
ternak sehingga dapat diperoleh estimasi yang lebih tepat mengenai kebijakan 
maupun perencanaan anggaran yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko tersebut. 
Pemanfaatan ML tersebut turut mampu memprediksi pola penyebaran penyakit 
secara geografis sehingga perencanaan menjadi lebih kompleks. Alexopoulos et al. 
(2019) turut menyampaikan bahwa lembaga pemerintahan di bidang pariwisata 
dapat memanfaatkan ML untuk memberikan  peramalan mengenai jumlah kunjungan 
wisatawan sehingga menjadi referensi untuk menetapkan anggaran. Beberapa contoh 
tersebut dinilai memiliki relevansi dengan konsep society 5.0 karena pemanfaatan 
teknologi dinilai mampu merancang suatu kebijakan/anggaran secara efektif dimana 
kebijakan tersebut dibuat berdasarkan bukti yang terjadi di lapangan. 

Hadirnya teknologi blockchain dinilai mampu mendukung keamanan data dari 
lembaga pemerintahan (Khayyat et al., 2020). Lembaga pemerintah dalam hal ini 
dapat dikatakan sebagai gudang dari data pribadi masyarakat. Kondisi ini tentunya 
menjadi target dan peluang tersendiri dari aktor yang dapat melakukan serangan siber. 
Di masa depan, blockchain diestimasikan akan menjadi bagian utama dari komunikasi 
data antar lembaga pemerintahan sehingga data penduduk dapat terintegrasi dengan 
aman dari satu lembaga dengan lembaga lainnya. Manfaat pengimplementasian 
teknologi ini adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas dari proses layanan publik 
dimana data pribadi masyarakat dapat terintegrasi di berbagai layanan secara aman. 

Dalam society 5.0, robot menjadi salah satu teknologi yang digunakan untuk 
membantu memecahkan permasalahan. Golubchikov & Thornbush (2020) melalui 
kajiannya menyampaikan bahwa salah satu kegunaan robot dalam aspek pemerintahan 
adalah untuk melakukan pengawasan maupun perbaikan infrastruktur yang dalam 
hal ini sulit untuk diakses oleh manusia. Melalui perpaduan antara AI dan robotik, 
suatu kota dapat melakukan pengawasan secara otomatis di berbagai sektor seperti 
energi, ketersediaan air, maupun cuaca. Adapun konsep kota robotik tersebut tengah 
disiapkan oleh kota Moskow, Rusia, untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2030 
(Golubchikov & Thornbush, 2020). Dalam hal ini tentunya teknologi tidak berjalan 
sendiri, turut terlibat manusia sebagai aktor yang membuat sebuah keputusan. Ini 
menjadi sangat relevan dengan konsep society 5.0 dimana pada akhirnya manusia dan 
teknologi akan hidup bersama untuk memberikan solusi pada setiap permasalahan.

III.2.	 Analisis Keberlanjutan Sosial
Aspek keberlanjutan sosial menekankan bahwa melalui pemanfaatan teknologi 
Revolusi Industri 4.0, e-government dapat memberikan inklusivitas atau kesetaraan 
akses bagi seluruh masyarakat. Pada dasarnya e-government sendiri adalah konsep 
yang mengedepankan transparansi dari proses kerja pemerintah (Twizeyimana & 
Andersson, 2019). Adapun pembahasan bagian ini lebih menekankan pada bagaimana 
peran teknologi Revolusi Industri 4.0 untuk membantu pencapaian inklusivitas 
tersebut. 

Pemanfaatan teknologi blockchain pada e-government dapat membuka akses bagi 
seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai lembaga pemerintahan 
serta mendukung keamanan dan transparansi pada setiap transaksi (Khayyat et al., 
2020). Melalui teknologi ini diharapkan setiap aktor yang berkepentingan memiliki 
kesetaraan dalam mengakses dan mendapatkan informasi mengenai layanan 
pemerintahan serta mendapatkan peran untuk mengawasi suatu informasi secara 
bersama-sama. Pengawasan bersama tersebut pada akhirnya memberikan manfaat 
dalam mengurangi tindakan korupsi di lembaga pemerintahan (Khayyat et al., 2020). 
Adapun hal yang tidak kalah penting dari pemanfaatan teknologi tersebut adalah 
terbangunnya kepercayaan antara pemerintah dengan publik karena tingginya tingkat 
keamanan terhadap data yang sensitif  (Khayyat et al., 2020). 
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Data terbuka untuk publik/open data menjadi salah satu bentuk pemanfaatan 
teknologi pada Revolusi Industri 4.0 yang mendukung aspek kesetaraan akses. 
Alexopoulos et al. (2019) telah menyampaikan berbagai contoh empiris mengenai 
keterbukaan data untuk layanan yang lebih inovatif. Sebagai contoh, beberapa lembaga 
pemerintahan di Eropa yang tergabung dalam proyek Collaborative Management 
Platform for detection dan Analyses of (Re-)emerging and foodborne outbreaks in 
Europe (COMPARE) telah mengintegrasikan penyediaan berbagai metode untuk 
pengumpulan, memproses dan menganalisis data mengenai penyakit untuk dapat 
digunakan oleh berbagai otoritas yang berwenang dalam kesehatan manusia hewan 
maupun keamanan makanan. Hal ini relevan dengan konsep besar society 5.0 dimana 
teknologi hadir untuk terus memberikan suatu produk yang dapat meningkatkan 
kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Selain itu, melalui pemanfaatan 
teknologi digital maka aspek keberlanjutan sosial turut mendukung terjadinya 
kolaborasi lembaga publik dengan berbagai aktor.

III.3.	 Analisis Keberlanjutan Lingkungan
Aspek keberlanjutan lingkungan dalam hal ini mengacu pada bagaimana 
pengimplementasian teknologi Revolusi Industri 4.0 dapat dimanfaatkan tidak 
hanya untuk kepentingan efisiensi maupun efektivitas organisasi saja namun 
mampu memberikan kontribusi positif pada lingkungan. Berbagai penelitian telah 
menyampaikan bahwa dengan teknologi tersebut lembaga pemerintahan dapat 
menjaga kelestarian lingkungan, bahkan dengan cara-cara yang lebih efektif 
dibandingkan dengan metode konvensional. 

Papadopoulou, Kolomvatsos, & Hadjiefthymiades (2019) memberikan sebuah 
gambaran mengenai skenario pemanfaatan IoT pada e-government untuk pemantauan 
lingkungan. Dengan melibatkan gawai IoT, layanan e-government mampu memonitor 
manajemen limbah dan polusi yang datang dari aktivitas industri dan perumahan. 
Adapun melalui pemanfaatan IoT, pemerintah dapat membuat kebijakan jangka 
panjang untuk secara proaktif mencegah polusi lingkungan. Dalam hal ini, gawai IoT 
digunakan untuk mengumpulkan berbagai data-data historis, sehingga pemerintah 
mampu mengestimasikan trend polusi  di masa depan. Pengimplementasian ini 
tentunya sangat relevan dengan society 5.0 karena pemanfaatan teknologi digital 
mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan bahkan dengan cara yang lebih efektif. 

Selain membantu dalam mengurangi polusi lingkungan, Papadopoulou, 
Kolomvatsos, & Hadjiefthymiades (2019) membuat sebuah skenario bahwa  IoT 
akan mampu menjadi alat pendeteksi awal kebakaran di hutan. Sensor dalam 
hal ini akan menjadi gawai IoT untuk mendeteksi kebakaran hutan. Melalui sensor 
tersebut, stakeholder terkait akan mampu menemukan titik kebakaran dengan 
akurat bahkan pada titik yang susah dijangkau. Gawai tersebut secara efektif mampu 
membantu pemadam kebakaran dalam level perencanaan kebutuhan air. Adapun 
dengan bantuan drone, stakeholder terkait mampu menggambarkan bagaimana 
persebaran dari kebakaran yang terjadi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, 
lembaga pemerintahan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan, 
bahkan dalam konteks kebakaran hutan, air yang digunakan untuk memadamkan api 
dihitung sesuai dengan luasan kebakaran sehingga mendukung aspek keberlanjutan 
lingkungan dan ekonomi. 

Salah satu isu penting dari penggunaan teknologi digital di Revolusi Industri 
4.0 adalah transformasi digital (Al-Sai & Abualigah, 2017). Transformasi tersebut 
menjadi kunci bagaimana e-government dapat dijalankan oleh seluruh stakeholder 
(Masyhur, 2016). Dengan kata lain, lembaga pemerintahan akan menjadi lebih 
paperless atau mulai berkurangnya dokumen-dokumen yang berbentuk kertas. 
Isu ini menjadi semakin penting karena pada proses produksi kertas sendiri telah 
menjadi permasalahan lingkungan sejak lama. Beckline, Yujun, Eric, & Kato (2016) 
menyampaikan bahwa penggunaan kertas yang berlebih telah memberikan berbagai 
dampak negatif pada lingkungan seperti penggundulan hutan maupun limbah kimia 
hasil manufaktur produksi kertas.
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III.4.	 Kerangka Kerja Konseptual
Berdasarkan hasil analisis mengenai peran e-government dalam mendukung 
terciptanya society 5.0, maka dapat dibentuk suatu kerangka kerja konseptual untuk 
mengabstraksi temuan penelitian. Gambar 1. menyajikan kerangka konseptual 
hasil penelitian. Seperti yang telah dijabarkan bahwa saat ini e-government telah 
menerapkan berbagai teknologi yang lahir pada revolusi industri 4.0. Hal tersebut 
pada dasarnya merupakan tahapan awal dari terbentuknya society 5.0 karena dalam 
hal ini terdapat masyarakat yang memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0 untuk 
menciptakan kualitas kerja yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis, pemanfaatan 
teknologi tersebut tidak hanya berdampak pada kinerja organisasi saja tetapi seluruh 
elemen, baik secara sosial maupun lingkungan, turut merasakan dampak positifnya. 
Hal ini dinilai relevan dengan konsep society 5.0, dimana hasil dari pemanfaatan 
teknologi revolusi industri 4.0 tidak hanya berkenaan dengan peningkatan ekonomi 
tetapi juga terkait dengan kualitas kehidupan yang lebih baik.
 

Terciptanya keberlanjutan/sustainability merupakan tujuan dari terbentuknya 
society 5.0. Melalui hasil analisis, pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 oleh 
sebagian lembaga pemerintahan telah mampu mendukung keberlanjutan baik di 
bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas 
kerja pemerintah dapat terwujud karena suatu pekerjaan yang berat dapat diselesaikan 
dalam waktu yang cepat dan melalui sumber daya yang seminimal mungkin. Pada 
aspek sosial, layanan publik akan menjadi inklusif dimana setiap masyarakat akan 
mendapatkan hak yang sama dalam hal akses. Adapun pada aspek lingkungan, 
pemanfaatan teknologi dinilai mampu mendukung program pelestarian lingkungan 
serta menekan konsumsi sumber daya yang berdampak buruk bagi lingkungan. 
Ketiga aspek tersebut merupakan aspek pokok dari keberlanjutan sehingga pada 
akhirnya lembaga pemerintahan memiliki kesempatan untuk mengambil peran dalam 
menciptakan society 5.0 melalui e-government jika pemanfaatan teknologi revolusi 
industri 4.0 dimaksimalkan dalam segala lini.
 
IV.	 Kesimpulan
Gagasan utama yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah bahwa 
e-government memiliki peran tersendiri dalam menciptakan keberlanjutan sehingga 
terbangunlah society 5.0. Tidak hanya dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas 
kerja saja, melalui pemanfaatan teknologi Revolusi Industri 4.0, e-government dapat 
memberikan kesetaraan akses layanan bagi masyarakat serta pelestarian lingkungan. 
Adapun melalui pemanfaatan teknologi tersebut, layanan publik dinilai mampu untuk 
terus berinovasi karena kebijakan yang dibuat akan terus menyesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat. Selain itu kolaborasi antar aktor turut menjadi aspek yang 
tidak bisa dipisahkan dari pengimplementasian teknologi tersebut dalam membangun 
society 5.0. E-government pada akhirnya memiliki kontribusi penting dalam menbangun 

Gambar 1 .  Kerangka Konseptual 
Peran E-Government dalam 
Mendukung Society 5.0.
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society 5.0 karena perannya sendiri merupakan pemenuhan aspek sosial yang harus 
tersedia setiap waktu, memiliki kualitas tinggi, serta mendukung isu keberlanjutan. 

Dari aspek akademis, penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih dalam 
mengenai fenomena society 5.0 pada sektor e-government di Indonesia. Sehingga 
dapat dikembangkan kembali aspek tantangan dan peluangnya dalam konteks yang 
berbeda. Selain itu diperlukan juga berbagai berbagai studi lintas sektor/kementerian/
lembaga sehingga dapat dikembangkan kembali komparasi mengenai tantangan yang 
perlu dihadapi dalam menjalin kolaborasi. Penelitian ini memiliki kelemahan karena 
metode yang digunakan hanya berupa kajian literatur, sehingga tidak dapat dilakukan 
sebuah triangulasi. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis society 
5.0 melalui metode yang lebih kuat. 

Secara praktis, lembaga pemerintahan harus terus melakukan inovasi terutama 
dengan melibatkan teknologi Revolusi Industri 4.0 dalam layanan publiknya. Hal 
ini menjadi penting karena penggunaan teknologi tersebut mampu mendukung 
isu keberlanjutan diberbagai bidang. Adapun saat ini berbagai manfaat mengenai 
pengimplementasian teknologi tersebut sudah mulai banyak ditemukan pada 
beberapa artikel penelitian empiris, sehingga hal ini menjadi momentum yang baik 
untuk terus meningkatkan keterlibatan teknologi Revolusi Industri 4.0 dalam proses 
layanan publik melalui sebuah kebijakan yang berdasarkan fakta sehingga terciptalah 
society 5.0.
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